WALI KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALl KOTA TASIKMALAYA
NOMOE 36 TAHUN 2020

TENTANG

FERLVEAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 30
TAHUN 2018 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGEAT DAERAH D
LINGRUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017-2022

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

3 A

WALI KOTA TASIEMALAYA,

bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan
Daerah Nomor 5 tahun 2018 tentang Rencana
Pemhangenar Janglka Menengah Deerah (FPIMD|] Kota
Tasikmalaya Tehu 2017.2022 dan perubahan target capaian
kinerja dalam Rencana Srategis Perangkat Daersh, maka
Peratitran Wali Kota Tasikmelaya Nomor 30 Tahun 2018
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-
2022 perlu dilakukan penvesuaian target capaian kKinerja
pada beberzapa Peranpkat Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada hurul a, perlu menstapkan Peraturan Wali Kota
tentang Perubahan Atgs Peraturan Wali Kota Taslkmalava
Nomar 30 Tahun 2018 tentang Fencana Strategiz Perangkat
Daerah Tahun 2017-2022;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang
Permnbentulian Kota Tasilunalaya (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4117};

Undeng-Undang Nomor 17 Tahun 2003 wentang Keuangan
MNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesia
MNomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional [Lembaran Negara
Republik Indomezia Tahun 2004 Nomor 104, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421},

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentulzan Peraturan Perundang-undsngan {Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
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11.

12.
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234 sebagaimana dinbah dengan Undang-Undang Nomeor
5 Tahun 2019 tenitang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Ferundang-undangan (Lemburan Negara Republik Indoenesia
Taehun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 63098);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaren Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
behberapa kali diukah teralthir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2013 wentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dasrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 HNomor 58, Tambahan Lembaran Megara
Fepublil Indonesia Nomar 5679);

Peraturan Pemerintah Nomowr 2 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluaai Pelaksanaan FRencana Pembangunan Daerah
[Lembaran MWegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tarmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4317;

Peraturan Femeriniah Nomor 45 Tahun 2017 tentang
Fartisipasi Masyaralkat dalam Penyelenggaraan
Femerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara
komor 6133);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Megars Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomoer 2, Tambahan Lembaran Megara Nomar
al178);

Peraturan Pemerintah Nomer 12 Tahun 2019 tentang
Fengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Homor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 63232);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 lentang Sizstem
Akuntabilitas Kineria Instansi Pemerintah |[Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80y,

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Fembangunan Jangka Menengah Nasional Tabun 2020-
2024 [Lembaran Megarsa Republik [Indonesia Tahun 2020
Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 5% Tahun 2017 tentang
Pelaksanann Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan [Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun
2017 Nomor 136};
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Peraturan Menteri Dalam Meperi Nomer 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Megeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Feraturan Menteri Dalam Negerd Nomor 132 Tahun 2006
tentang Fedoman PFengelolaan Keuangan Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tenitang Peruhahan Kedua Atzs Peraturan Menteri Dalam
MNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Deerah;

Feraturan Menten Dalam Negeri Bomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
FPembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Feraturan Daeral tentang Rencanma Pembangunan Jangka
Parjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Dasrah, Rencana
Pembanpunan Jangka Menengah Daemah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Neger Momor 7 Tahun 2018
tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan
Hdup Strategis dalar Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 459);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2013
tentang Penerspan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik [ndeonesia Tahun 2018 Nomor 1540),

Peraturar Menteri Dalam Negerd Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tabun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikass  dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah
|Berita Negara Republik Indenesia Tahun 2019 Nomuor 1447,

Feraturan Daerah Proving Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019
tentang REencana Pembangunan Jangka Menesngah Daerah
Frovinst Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Frovinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Sen E, Tambahan
Lambaran Negara Prowinsi Jawa Barat Nomor 237):

Feraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019
tenitang Rencana Pembangunan Jangks Menengah Daerah
Provingi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri B, Tambahan
Lambaran Negara Provinsi Jawa Barat Nomor 237);

Peraturan Daerah Kota Tasikmalava Nomor 9 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RFJFD) Kota Tasikmalaya Tahun 20035 - 2025 (Lembaran
Daeral Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);



Menetapkan

1

.

22 Peraturan Daesrah Kota Tasikmalava Nomor 12 Tahun 2008
tenitang Tata Cara Perencanaan Pembanpunan Daerah
|[Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 20028 Namor
94);

23, Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tabun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilsvah Kota Tasikmalave
Tahun 2011-3203} |Lembaran Daerah Kola Tasikmalaya
Tahun 2012 Nomor 133);

24 Peraturan Deaerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
{Lembaran Dasrah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor
70,

25, Perataran Daerah Kota Tasikmalays Nomor 5 Tahun 2016
teritang Urusan Pemeriniahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Kota Tasikmalayra (Lembaran Daerah Kota
Tasikmalaya Tabun 2016 Nomor 178);

26. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomeor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas  Peraturan  Daerah  Kota
Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Tasikmnalaya Tahun 2319 Nomor 11].

27. Peraturan Daersh Kola Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tabun
2018 tentang Rencana Pembangunan Jangks Menengah
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 (Lembaran
Dasrah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

; PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WAL! KOTA TASIKMALAYA NOMOR 30 TAHUN
20148 TENTANG RENCAMA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Bl LINGKUNGAN PEMERINTARH KOTA TASIKMALAYA TAHUN
H17-20232.

Pasal [

Mengubah Lampiran Peraturan Wali Kota Tasikmealaya Nomor
30 Tehun 2018 tentang Rencana Strategs Perangkat Daerah
Tahun 2017-2022 {Berita Drerah Kota Tarikmalava Tahun 2018
Momer 3] terkait target sasaran dan program sebagaimana
tercanium  dalam  Lampiran  yang menjadi bagian  tidal
terpisehkan dari Permturan Wali Kota inol.



Pasal 1l

Peraturan Wali Keta mi mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap arang mengetahuinya, meérnerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 23 Se-temher 1010

WALIK TASKMALAYA,

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal ;?% Te-ienter 200

IEK K SIKMALAYA,

ARIS DARRAH KOTAT

ESAN HASANNUDIN

EERITA DAERAH KOTA TASIEMALAYA TAHUN 2020 NOMOR 26



